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Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka
atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau
terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan tata cara
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan dilakukan atas kewenangan jabatannya yang sah. Dalam
hal penahanan harus dilakukan, tetapi untuk meminimalisir kerugian pada tersangka atau terdakwa maka
dapat diupayakan penangguhan atas penahanannya. Penangguhan penahanan ini sendiri diatur dalam
KUHAP dan beberapa peraturan terkait lainnya dimintakan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya atau
penasihat hukumnya dalam setiap tingkatan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum, ataupun hakim
yang melakukan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dimohonkan dengan jaminan atau tanpa
jaminan uang maupun jaminan orang dengan Syarat yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana diatuliskan
dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Apabila penangguhan penahanan dengan jaminan uang, maka uang
jaminan tersebut disetorkan diawal kepada panitera pengadilan negeri. Sebaliknya jika penangguhan
penahanan dengan jaminan orang maka orang tersebut menjamin bahwa terjamin akan memenuhi prestasi
dan menjalan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Apabilaterjamin
melarikan diri dan tidak juga ditemukan setelah waktu tiga bulan, maka penjamin harus membayarkan uang
tanggungan sejumlah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penangguhan Penahanan. Jika penjamin tidak
dapat memenuhi prestasi sebagaimana dalam perjanjian, maka terhadap harta benda yang telah ditentukan
oleh Penetapan Pengadilan akan dikenakan sitajaminan sita conservatoir untuk kemudian dijual lelang dan
hasilnya akan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.

The implementation of the Criminal Justice System in Indonesia, especially in forced attempts by law
enforcement officials, is often contrary to respect for the human rights of suspects or defendants.
Specifically Detention which limits the freedom and freedom of a suspect or defendant. Detention carried
out by law enforcement officials must be in accordance with the procedures as specified in the law, and
carried out with the legal authority of his position. In the case of detention, it must be done, but to minimize
the loss to the suspect or defendant, a suspension can be sought for his detention. The suspension of
detention itself isregulated in the Criminal Procedure Code and several other related regulations are
requested by the suspect or defendant, his family or hislegal counsel at every level of the examination to the
investigator, public prosecutor, or judge conducting the detention. Suspension of detention can be filed with
aguarantee or without a guarantee of money or a guarantee of people on the conditions that have been
determined, thisis as stated in Article 31 paragraph (1) of the Crimina Procedure Code. If the suspension of
detention is guaranteed with money, then the security deposit is deposited at the beginning of the district
court clerk. Conversely, if the suspension of detention is guaranteed by the person, then that person
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guarantees that the guarantee will fulfill the performance and fulfill the conditions as stipulated in the
Detention Suspension Agreement. If it is guaranteed to escape and is not found after three months, the
guarantor must pay a sum of money as stipulated in the Detention Suspension Agreement. If the guarantor
cannot fulfill the achievement as stated in the agreement, then the assets that have been determined by the
Decision of the Court will be subject to confiscation (sita conservatoir) and then sell the auction and the
results will be deposited into the State treasury as payment from the guarantor.



